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ABSTRAK 

 

SARAH AFIFAH ANWAR, (2025) : Pelaksanaan Pembinaan Anak di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas II Pekanbaru Ditinjau 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan 

 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru adalah unit pelaksana 

teknis dalam bidang pemasyarakatan yang beroperasi di bawah naungan serta 

memiliki tanggung jawah langsung kepada Kementerian Hukum dan HAM Riau 

Keberadaannya bertujuan untuk menjalankan ketentuan yang diatur dalam Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada pasal 2 Huruf b yang 

menyatakan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan 

agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana 

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat hidup secara 

wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif 

berperan dalam pembangunan. Akan tetapi kenyataan di lapangan tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru belum terlaksana dengan baik sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan 

anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru ditinjau berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan apa faktor 

penghambat pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas II Pekanbaru. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang 

mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam 

kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer 

Dari segi karakteristiknya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni data 

dikumpulkan melalui wawancara dan populai sampel dengan pegawai LPKA serta 

anak binaan dan diperkuat dengan studi literatur terhadap peraturan perundang- 

undangan terkait. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis guna menghasilkan 

kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan anak di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru ditinjau berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, belum terlaksana 

dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat antara lain yaitu, 

anak binaan yang tidak memiliki kesadaran dari diri sendiri, sarana dan prasarana 

yang kurang mendukung, peraturan yang kurang menegaskan tentang pembinaan 

anak, faktor lingkungan terutama perternanan asal anak binaan yang juga 

melakukan tindak pidana dan keterbatasan anggaran menjadi penghambat dalam 

menjalankan program pembinaan. 

 

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembinaan, Anak, Pemasyarakatan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Masalah 

Anak adalah amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, 

dan bahkan dianggap sebagai harta yang paling berharga dibandingkan dengan 

kekayaan materi lainnya. Sebagai amanah Tuhan, anak harus selalu dijaga dan 

dilindungi karena mereka memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai 

manusia yang harus dihormati. Anak memiliki peran yang sangat penting dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara.1 

Perkembangan seorang anak tentu membutuhkan dukungan dan 

perhatian yang baik dari lingkungan sekitarnya agar ia dapat tumbuh menjadi 

pribadi yang baik. Anak cenderung meniru perilaku orang-orang di sekitarnya, 

sehingga peran orang terdekat sebagai panutan sangat penting agar anak dapat 

mempertahankan karakter yang baik. Tanpa pendampingan dan bimbingan yang 

memadai, karakter anak bisa menjadi tidak terkendali, bahkan dapat 

mendorongnya untuk terlibat dalam tindakan negatif atau melakukan kejahatan 

dan pelanggaran.2  

Masa anak-anak adalah tahap yang penuh dengan berbagai tantangan 

kompleks, termasuk perilaku nakal yang bisa mengarah pada tindakan kriminal. 

Pada tahap ini, anak-anak sedang berusaha menemukan siapa diri mereka 

sebenarnya mereka melalui berbagai tindakan untuk memahami siapa mereka 

 
1 Sumiadi, Laila M Rasyid, and Asmara Romi, “Perspektif Restorative Justice Hakim 

Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan,” Mimbar Hukum 29, no. 1 (2017): 43–53,  
2 Raka Ardyana Harsono, R Yenni Muliani, and Dudung Mulyadi, “Kajian Kriminologis 

Terhadap Pelaku Residivis Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis” 02 (2023): 168–81. 
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sebenarnya, baik secara fisik maupun mental, serta mengenali kekuatan mereka 

dan peran mereka dalam masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, remaja 

biasanya sibuk setiap hari untuk mencari dan menuntut kemandirian, dan 

mereka cenderung tidak ingin ada campur tangan dari siapa pun, termasuk 

orang tua mereka sendiri.  

Di masa remaja, banyak remaja yang terlibat dalam perilaku melanggar 

hukum dan merugikan orang lain, seperti perkelahian, pencurian, minum 

alkohol, dan penggunaan narkoba. Perilaku-perilaku ini bisa mengakibatkan 

mereka harus berurusan dengan aparat penegak hukum untuk 

mempertanggungjawabkan tindakan mereka. 3 

Kenakalan remaja merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang, 

tindakan, atau perbuatan yang bersifat tidak sejalan dengan norma sosial, nilai-

nilai keagamaan, serta ketentuan hukum yang berlaku di tengah masyarakat. 

Tindakan ini dapat membuat seorang anak menjadi narapidana atau peserta 

didik di Lembaga Pemasyarakatan (andikpas).  

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, remaja yang terlibat dalam tindakan kriminal akibat 

kenakalan remaja akan dikenakan hukuman pidana, baik sebagai hukuman 

pokok maupun tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa kenakalan remaja 

tergolong sebagai tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak.4 

 
3 Putri Ramadany Alie, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis,” Jurnal 

Pendidikan Dan Pembelajaran Kimia 4, no. 1 (2015): 222. 
4 Miranda Tiara Putri, “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Terhadap Residivis Anak Di 

Bandar Lampung,” Journal of Chemical Information and Modeling 15, no. 2 (2023): 9–25. 
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Saat ini, banyak anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana, 

dan hal ini perlu ditangani dengan hati-hati melalui sistem peradilan pidana 

anak. Upaya perlindungan anak melalui aspek hukum merupakan tanggung 

jawab seluruh lapisan masyarakat yang memahami betapa pentingnya peran 

anak untuk masa depan negara dan bangsa. Anak-anak yang akan berkembang 

secara fisik, mental dan social. Suatu saat nanti akan menggantikan generasi 

sebelumnya. Perlindungan anak mencerminkan adanya keadilan dalam 

masyarakat.5 

Ketika membahas perbuatan pidana, hal pertama yang terlintas adalah 

pelakunya, yang sering kali disebut sebagai penjahat, kriminal, atau bahkan 

sampah masyarakat. Tidak mengherankan jika upaya penanganan perbuatan 

pidana masih berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku. Sanksi pidana 

dirancang untuk merehabilitasi perilaku pelaku, namun sering kali hukuman 

tersebut tidak efektif dalam memberikan efek jera, bahkan bisa membuat pelaku 

perilakunya semakin menyimpang setelah bebas dari penjara.  

Ini menjadi salah satu alasan mengapa seseorang yang telah menjalani 

hukuman penjara sering kali kembali melakukan kejahatan serupa atau yang 

dianggap sejenis dalam waktu kurang dari lima tahun, fenomena yang dikenal 

sebagai residiv. 

Secara garis besar, pengertian residiv mengacu pada pelaku, sedangkan 

tindakan perilaku yang dilakukan oleh pelaku dikenal sebagai residivis. 

 
5 Anselmus S. J. Mandagie, “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan 

Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak,” Lex Crimen IX, no. 2 (2020): 5362. 
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Residivis anak adalah mantan narapidana anak yang telah menyelesaikan 

hukuman atau ke$luar dari Le$mbaga Pe$masyarakatan Anak, namun ke$mudian 

me$lakukan ke$jahatan lagi atau tindak pidana yang se$rupa.6 Re$sidivisme$ te$rjadi 

ke $tika se$se $orang yang se$be $lumnya te$lah dijatuhi hukuman be$rdasarkan putusan 

hakim yang te$lah sah dan be$rlaku se$cara te$tap me$nurut hukum (in kracht van 

ge $wijsde$). 7 

Ke $te$ntuan me$nge $nai re$sidivis diatur dalam Buku II Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 386, 387, dan 388. Bagi re$sidivis, 

yaitu me$re $ka yang me$ngulangi tindak pidana, hukuman maksimal ditambah 

se $pe $rtiga dari hukuman yang te$rcantum dalam pasal te$rkait. Ke$te$ntuan ini 

be $rlaku jika pe$langgaran yang sama dilakukan dalam waktu kurang dari lima 

tahun se $te$lah me$njalani se$luruh atau se$bagian hukuman pe$njara. Namun, status 

re $sidivis tidak be$rlaku untuk se$mua je$nis ke $jahatan, me$lainkan hanya untuk 

ke $jahatan te$rte $ntu yang dise$butkan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.8 

Re$sidivis tidak hanya dialami ole$h orang de $wasa, te$tapi juga ole$h anak-anak. 

Me $lihat kondisi lingkungan saat ini, sangat me$mungkinkan bagi anak-anak 

untuk me$milih jalan pintas dalam me$lakukan ke$jahatan.9 

Se $suai de$ngan ke$te$ntuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

te$ntang Siste $m Pe $radilan Pidana Anak (UU SPPA), pe $mbe $rian hukuman atau 

sanksi se $rta prose$s hukum dalam kasus pe $langgaran hukum yang me$libatkan 

 
6 I Made Widnyanya, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), h. 299. 
7 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2012),h.312. 
8 Fathur Rozi, “Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan,” Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2015, 1–11, www.unmuhjember.ac.id. 
9 Prodi Hukum Keluarga, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Residivis Pelaku 

Tindak Pidana Pencurian,” 2023. 
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anak be$rbe$da dari yang be$rlaku untuk orang de$wasa. Pe $langgaran yang 

dilakukan ole$h anak biasanya me$libatkan faktor me$ntal dan motif subje$ktif. 

Tanpa adanya karakte$r yang kuat dan dukungan lingkungan yang baik, anak 

yang pe$rnah te$rje $rumus ke$ dalam dunia ke$jahatan ce$nde$rung me$miliki 

ke $mungkinan untuk me$ngulangi tindakan ke $jahatan te$rse $but. 

Dalam Undang-Undang Siste$m Pe $radilan Pidana Anak, pe$ngulangan 

tindak pidana se$cara te$gas tidak dapat diupayakan me$lalui dive$rsi. Artinya, jika 

anak me$ngulang tindak pidana, prose$s hukum te$tap be$rlanjut di pe$radilan 

pidana anak. Jika anak yang sama te$lah me$ngalami upaya dive$rsi pada kasus 

se $be $lumnya, dive$rsi tidak dapat dite$rapkan lagi untuk tindak pidana yang baru. 

Pe $ngalihan pe$nye$le $saian pe$rkara anak ke $ luar prose $s pe $radilan pidana atau 

me$lalui dive$rsi me$rupakan ke$bijakan ne $gara de$ngan me$mpe$rtimbangkan 

ke $pe$ntingan te$rbaik anak, guna me$nghindari stigmatisasi dan me$nce $gah 

hukuman pe$njara.10  

Anak yang te$rlibat dalam tindak pidana akan dite$mpatkan di Le$mbaga 

Pe $mbinaan Khusus Anak (LPKA), te $rmasuk anak-anak yang me$rupakan 

re $sidivis. Anak-anak yang dalam prose$s pe $mbinaan juga akan dite$mpatkan di 

wisma LPKA.  

Pe $nanggulangan te$rhadap ke$jahatan re $sidivis dilakukan me$lalui 

se $rangkaian siste$m yang dike$nal de$ngan siste$m pe $radilan pidana, yang 

be $rfungsi se$bagai sarana masyarakat dalam me$nangani ke$jahatan. Untuk 

 
10 Ani Triwati, Doddy Kridasaksana, and Tindak Pidana, “Pengulangan Tidak Pidana The 

Fundamental Necessity Of Diversion For Hak Anak Yang Dijamin Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun” 4, no. 2 (n.d.): 828–43. 
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me$lakukan pe$mbinaan te$rhadap anak yang te$rlibat dalam tindak pidana, 

dibutuhkan dukungan dari be$rbagai aspe $k, baik itu ke$le $mbagaan maupun 

pe $rangkat hukum yang te$rkait. Ole$h kare $na itu, dipe$rlukan pe$nye $le$nggaraan 

pe $radilan pidana yang khusus bagi anak.11 

Adapun tujuan dari pe$ne $mpatan anak di Le$mbaga Pe$mbinaan Khusus 

Anak (LPKA) ialah agar me$re $ka dapat me $lanjutkan pe$ndidikan dan me$ne $rima 

pe $mbinaan. Pe$mbinaan ini be$rtujuan agar anak yang te$rlibat dalam tindak 

pidana dapat me$nyadari ke$salahan me$re $ka, me$mpe $rbaiki diri, dan tidak 

me$ngulangi ke$jahatan di masa de$pan. Diharapkan, se$te$lah prose $s ini, anak 

mampu ke$mbali me$njadi bagian dari masyarakat dan be$rpe$ran se $bagai warga 

ne $gara yang be$rtanggung jawab se$rta te$rlibat aktif dalam ke$giatan sosial.12 

Data yang dipe$role$h dari staff bagian re $gistrasi dan klasifikasi di 

Le$mbaga Pe$mbinaan Khusus Anak Ke $las II Pe $kanbaru te$rdapat be$be $rapa je$nis 

ke $jahatan yang dilakukan ole $h anak binaan pe$masyarakatan. Data te$rse$but 

dapat dilihat dari tabe$l be $rikut ini. 

Tabel I.1 

Daftar Isi Anak Binaan Beserta Jenis Kejahatan 

No. Jenis Kejahatan Anak Binaan 

1. Pe $mbunuhan 9 orang 

2. Pe $rlindungan Anak 56 orang 

3. Narkotika 19 orang 

 
11 Muhammad Khemal Andhika and Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, “Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas II Pontianak,” Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum … 8, no. 3 (2021): 450–59, 

http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2113243%5C&val=15646%5C&title

=PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA 

PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PONTIANAK. 
12 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 

165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 tentang Pemasyarakatan. 
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4. Pe $ncurian 17 orang 

5. Pe $nganiayaan 2 orang 

6. Ke $susilaan 2 orang 

 Jumlah 105 orang 

Sumbe $r data : Staff bagian re$gistrasi dan klasifikasi LPKA Ke $las II 

Pe$kanbaru. 

Be $rdasarkan tabe$l data daftar isi anak binaan di Le $mbaga Pe$mbinaan 

Khusus Anak Ke $las II Pe $kanbaru di atas, te$rlihat bahwasannya masih ada anak 

yang me$lakukan re$sidivis. 

Tabel I.2 

Daftar Isi Anak Binaan Residivis Beserta Jenis Kejahatan 

No. Anak Binaan Jenis Kejahatan 
Jumlah 

Residivis 

1. M A R Pe $mbunuhan 1 kali 

2. M A Pe $ncurian 1 kali 

3. A R Pe $ncurian 1 kali 

4. F A G Pe $ncurian 1 kali 

5. M I M Pe $nganiayaan 1 kali 

6. R Pe $ncurian 3 kali 

7. S P P Pe $ncurian 2 kali 

8. Y Pe $ncurian 1 kali 

9. F S Pe $rlindungan Anak 1 kali 

10. N A Pe $ncurian 1 kali 

Sumbe $r data : Staff bagian re $gistrasi dan klasifikasi LPKA Ke$las II 

Pe$kanbaru 

Be $rdasarkan Pasal 2 Huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 

Te $ntang Pe $masyarakatan yang be$rbunyi “me$ningkatkan kualitas ke$pribadian 

dan ke $mandirian Warga Binaan agar me$nyadari ke$salahan, me$mpe $rbaiki diri, 
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dan tidak me$ngulangi tindak pidana, se$hingga dapat dite$rima ke$mbali ole$h 

lingkungan masyarakat, dapat hidup se $cara wajar se$bagai warga yang baik, taat 

hukum, be$rtanggung jawab, dan dapat aktif be $rpe$ran dalam pe$mbangunan”. 

Masalah yang te$rjadi di lapangan be$rdasarkan hasil pra rise$t pe$nulis 

yaitu me$lakukan wawancara de$ngan bapak Ridho Anggi Hidayat se$laku staff 

bagian re$gistrasi dan klasifikasi di Le$mbaga Pe$mbinaan Khusus Anak Ke$las II 

Pe$kanbaru, be$liau me$ngatakan bahwasannya te$rdapat 10 dari 105 anak yang 

me$lakukan re$sidivisme$. Diantaranya ada yang sudah me$lakukan re$sidivisme$ 

se$banyak 3 kali dan mayoritas je$nis ke$jahatan re$sidivisme$ yang dilakukan anak 

anak te$rse$but yaitu pe$ncurian. Faktor be$sar yang me$ngakibatkan me$re$ka 

me$lakukan re$sidivis yaitu faktor e$konomi. Yang dimana dari kasus kasus 

pe$ncurian te$rse$but, dimana ada dua alasan me$re$ka me$lakukan pe$ncurian 

te$rse$but yaitu de$ngan alasan untuk me$nyambung hidup dan gaya hidup atau life$ 

style$. Be$rasal dari hasil assignme$nt LPKA bahwa alasan yang paling banyak 

me$re$ka me$lakukan pe$ncurian untuk gaya hidup atau life$ style$ contoh life$ style$ 

se$pe$rti be$rjudi, minum minuman ke$ras dan be$rfoya foya.13 

Ole $h kare$na itu, pe$nulis te$rtarik me$lakukan pe$ne $litian le$bih lanjut 

de $ngan judul “PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DI LEMBAGA 

PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU DITINJAU 

BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 

TENTANG PEMASYARAKATAN”. 

 
13 Ridho Anggi Hidayat, Staff bagian Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 2 Oktober 2024. 
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 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat lebih jelas dan terarah sehingga tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diangkat dan di teliti, maka 

penulis membatasi permasalahan ini dengan mengkaji permasalahan pada 

pelaksanaan program pembinaan anak di LPKA Pekanbaru yang 

mengakibatkan dampak negatif seperti masih ada anak binaan yang melakukan 

pengulangan tindak pidana atau residivis. 

 Rumusan Masalah 

Be $rdasarkan latar be$lakang yang te$lah dipaparkan se$be $lumnya, maka 

pe $rmasalahan yang akan dibahas dalam pe $ne $litian ini adalah se$bagai be$rikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pe$mbinaan anak di le$mbaga pe$mbinaan khusus anak 

ke $las II Pe$kanbaru ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2022 Te $ntang Pe$masyarakatan ? 

2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru ? 

 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Be $rdasarkan paparan dari rumusan pokok masalah diatas, maka 

tujuan dari pe$ne $litian yang pe$nulis lakukan ialah se$bagai be$rikut : 

1. Untuk me$nge $tahui pelaksanaan pe$mbinaan anak di le$mbaga pe$mbinaan 

khusus anak ke$las II Pe$kanbaru ditinjau berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2022 Te $ntang Pe$masyarakatan.  
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2. Untuk me$nge $tahui faktor penghambat pelaksanaan pe$mbinaan anak di 

le$mbaga pe$mbinaan khusus anak ke$las II Pe $kanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Se $dangkan yang me$njadi manfaat pe$ne$litian dalam me$lakukan  

pe $ne$litian ini adalah :  

a. Manfaat Te$oritis  

1) Diharapkan dapat dijadikan ilmu pe$nge $tahuan khususnya pada ilmu 

hukum me$nge $nai pelaksanaan pe$mbinaan anak di le$mbaga 

pe $mbinaan khusus anak ke$las II Pe$kanbaru. 

2) Dapat digunakan se$bagai acuan te$rhadap pe $ne$litian-pe$ne $litian yang 

se $je$nis di ke $mudian hari.  

3) Se $bagai bahan re$fe $re $nsi dan informasi bagi se $mua yaitu Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum Unive$rsitas Islam Ne$ge $ri Sultan Syarif 

Kasim Riau me$nge$nai e$fe $ktivitas pe$mbinaan anak di le$mbaga 

pe $mbinaan khusus anak ke$las II Pe$kanbaru. 

b. Manfaat Praktis 

1) Untuk me$nge $mbangkan pe$mikiran se $bagai bahan dalam  

me$nye $le$saikan pe$ndidikan S1.  

2) Se $bagai ilmu pe$nge$tahuan untuk dapat di me$nge $rti dalam dunia 

pe $ke$rjaan. 

c. Manfaat Akade$mis 

Pe $ne $litian ini me$miliki nilai akade$mis de $ngan harapan dapat 

me$njadi re$fe $re$nsi dan sumbe $r data se $kunde $r bagi kalangan akade$mik 

yang te$rtarik me$ne $liti topik se$je$nis.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Kajian Teoritis 

1. Pengertian Pelaksanaan 

Kata 'pelaksanaan' berasal dari kata dasar 'laksana' yang memiliki 

arti buatan, sifat, atau tanda. Dengan penambahan awalan 'pe-' dan akhiran 

'-an', kata tersebut berubah menjadi bentuk nomina yang merujuk pada 

pelaku atau proses pelaksanaan. Sementara itu, dalam Kamus Bahasa 

Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita, istilah 'pelaksanaan' dijelaskan 

dengan terlebih dahulu memberikan batasan atau definisi terhadap kata 

tersebut.14 

Pelaksana merupakan individu yang menjalankan atau 

melaksanakan suatu rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, 

pelaksanaan merujuk pada proses atau tindakan dalam mewujudkan rencana 

tersebut. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Poerwadarmita, 

terlihat jelas perbedaan antara keduanya—pelaksanaan adalah tindakan 

yang dilakukan oleh pelaksana. Dengan demikian, meskipun memiliki 

makna yang berbeda, keduanya berasal dari kata dasar yang sama, yaitu 

laksana.15 

Menurut The Liang Gie, pelaksanaan merupakan serangkaian upaya 

yang dilakukan untuk menjalankan seluruh rencana dan kebijakan yang 

 
14 W. J.S, Poerwadinata, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),h. 553. 
15 Ibid. 
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telah dirumuskan, termasuk pemenuhan berbagai kebutuhan yang 

diperlukan, penentuan siapa yang akan melaksanakannya, waktu 

pelaksanaan, serta metode pelaksanaannya.16 Sementara itu, Santoso 

Sastropoetro menyatakan bahwa pelaksanaan adalah aktivitas atau usaha 

tertentu yang dilakukan guna merealisasikan suatu rencana atau program ke 

dalam bentuk nyata.17 Selanjutnya, menurut SP. Siagian, apabila suatu 

rencana telah disusun secara matang dan program kerja yang berorientasi 

pada pencapaian telah dirancang, maka tahap berikutnya adalah 

pelaksanaannya.18 

Pelaksanaan adalah serangkaian aktivitas atau upaya yang dilakukan 

untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan 

dan ditetapkan sebelumnya. Proses ini mencakup pemenuhan kebutuhan, 

penyediaan alat yang diperlukan, penentuan siapa yang bertanggung jawab, 

lokasi pelaksanaan, waktu dimulai, serta metode pelaksanaannya. 

Pelaksanaan juga merupakan tindak lanjut dari program atau kebijakan yang 

telah ditentukan, yang melibatkan pengambilan keputusan, langkah-langkah 

strategis maupun operasional, agar kebijakan tersebut dapat diwujudkan dan 

tujuan program tercapai.19 

Dari berbagai definisi mengenai pelaksanaan, dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan adalah aktivitas yang muncul dari perencanaan yang 

 
16 The Liang Gie, dan Sutarto, Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi, 

(Yogyakarta: Karya Kencana, 1997), h. 191. 
17 Santoso Satroepoetro, Pelaksanaan Latihan, (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 183. 
18 P. Sondang Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Gunung Agung,1985), h. 120. 
19Abdullah Syukur,“Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan 

Relevansinya Dalam Pembangunan”, (Ujung Pandang : Persadi,1987), h.40. 
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telah disiapkan secara matang, dan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Pembinaan 

Pe $mbinaan be$rasal dari kata "bina" yang dibe$ri imbuhan "pe$-an," 

se $hingga me$mbe$ntuk kata "pe$mbinaan." Pe $mbinaan me$rupakan 

se $rangkaian usaha, tindakan, dan ke$giatan yang dilaksanakan se$cara e$fisie $n 

dan e$fe $ktif de$ngan tujuan me$ncapai hasil yang le$bih optimal.20 

Pada hakikatnya, pe$mbinaan adalah suatu prose $s pe$ndidikan yang 

dapat be$rlangsung se$cara formal maupun nonformal, yang dilakukan 

de $ngan ke$sadaran, pe$re $ncanaan, arahan, ke $te$raturan, se$rta pe$nuh tanggung 

jawab. Tujuan dari ke$giatan ini adalah untuk me $nge$nalkan, me$mbe$ntuk, 

me$mbina, dan me$nge$mbangkan fondasi ke$pribadian yang se$imbang, 

me$nye $luruh, dan harmonis, se$rta me $ningkatkan pe$nge $tahuan dan 

ke $te$rampilan yang se$jalan de$ngan pote$nsi, minat, dan ke$mampuan se$tiap 

individu.21 Pe $mbinaan ini be$rfungsi se $bagai be$kal bagi individu agar 

mampu se$cara mandiri me$nge$mbangkan diri, be$rinte$raksi de$ngan se $sama, 

dan be$rkontribusi pada lingkungan, de$mi te $rcapainya martabat, kualitas, dan 

kapasitas manusia yang optimal se$rta ke$pribadian yang mandiri.22 

Dalam Pe$raturan Pe $me$rintah Re$publik Indone $sia Nomor 31 Tahun 

1999 pasal (1) te$ntang pe$mbinaan dan pe$mbimbingan warga binaan 

 
20 https://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html. Arti pembinaan, diakses pada 17 

Oktober 2024. 
21 Bambang Poernomo, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h.188. 
22 Simanjuntak, B., I. L Pasaribu, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, (Bandung: 

Tarsito, 1990), h. 84. 
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pe $masyarakatan, pe$mbinaan adalah ke$giatan untuk me$ningkatkan kualitas 

ke $imanan ke$pada tuhan yang maha e$sa, inte$le$ktual, sikap dan prilaku, 

profe $ssional, ke$se $hatan jasmani dan rohani warga binaan dan anak didik 

pe $masyarakatan.23 

Be $rdasarkan be$rbagai de$finisi pe$mbinaan yang te$lah dipaparkan, 

dapat disimpulkan bahwa pe $mbinaan me$rupakan suatu prose$s atau 

pe $nde$katan yang digunakan untuk me $mbe$ntuk dan me $nye$mpurnakan 

me$lalui be$rbagai upaya, tindakan, dan aktivitas yang be $rtujuan untuk 

me$mpe $role$h hasil yang le$bih optimal. Se$cara e$se $nsial, pe$mbinaan adalah 

ke $giatan yang dilakukan se $cara sadar, siste $matis, te$re $ncana, dan te$rarah 

de $ngan rasa tanggung jawab, guna me $numbuhkan, me$nge $mbangkan, se$rta 

me$ningkatkan pote$nsi dan ke$mampuan, se$rta me$ngoptimalkan pe$manfaatan 

sumbe $r daya yang te$rse $dia de$mi te$rcapainya tujuan yang diharapkan.24 

Dalam pe$laksanaan pe$mbinaan, te$rdapat be $rbagai narapidana anak 

de $ngan latar be$lakang tindak pidana yang be$ragam. Ole$h kare $na itu, 

pe $mbina wajib me$mbe $rikan pe$mbinaan se$cara adil tanpa me$mandang status 

sosial atau latar be$lakang anak te$rse $but, baik be $rasal dari ke$luarga kaya 

maupun kurang mampu, ataupun me$miliki posisi te$rte$ntu.25 Pe$rlu dike$tahui 

bahwa yang dimaksud de$ngan narapidana anak adalah individu yang be$rusia 

 
23 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 Angka 1. 
24 Simanjuntak, “Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu Tentang Inovasi Publik,” Journal of 

Chemical Information and Modeling 1, no. 2 (2013): 6–35. 
25 Sudarsono, Kenakalan Anak Prevensi, Rehabilitasi dan Resosiliasi, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012), h.5. 
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antara 12 hingga be$lum me$ncapai 18 tahun yang diduga te$rlibat dalam 

tindak pidana.26 

Siste $m pe$mbinaan dalam pe$masyarakatan dilaksanakan se $suai 

de $ngan asas-asas yang me$ndasarinya :27 

a. Pe $ngayoman  

Pe $ngayoman me$rupakan be$ntuk pe$rlakuan te$rhadap warga binaan 

pe $masyarakatan yang be$rtujuan untuk me$nce $gah te$rjadinya tindak 

pidana be$rulang, se $rta me$mbe$rikan pe$rlindungan bagi masyarakat. Di 

samping itu, pe$ngayoman juga dimaksudkan untuk me $mbe$kali warga 

binaan de$ngan ke$te$rampilan hidup agar me $re $ka dapat be$rpe $ran positif 

dalam masyarakat. 

b. Pe $rsamaan pe$rlakuan dan pe$layanan 

Asas te $rse $but be$rtujuan untuk me$njamin bahwa se$tiap warga binaan 

di le$mbaga pe$masyarakatan dipe$rlakukan dan dilayani se $cara adil dan 

me$rata, tanpa me$mpe $rhatikan pe$rbe $daan individu. Ole$h se $bab itu, prose$s 

pe $mbinaan harus dilakukan tanpa me $mbe$dakan narapidana be$rdasarkan 

status sosial atau latar be $lakangnya. 

c. Pe $ndidikan 

Se $lama di dalam le$mbaga pe$masyarakatan, warga binaan 

me$ndapatkan pe$ndidikan yang dilaksanakan se $suai de$ngan Pancasila, 

antara lain de$ngan me$nanamkan nilai-nilai ke$ke $luargaan, ke$te$rampilan, 

 
26 Wigiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak,(Bandung: Refika Aditama, 

2013), h.166. 
27 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, (Jakarta: Djambatan,2000), h.115. 
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pe $ndidikan ke$rohanian, dan ke$se $mpatan untuk me$laksanakan ibadah 

se $suai de $ngan agama masing-masing. Dalam upaya me$nanamkan jiwa 

ke $ke$luargaan, diharapkan te$rcipta sikap saling me$nghargai antar se $sama 

warga binaan se$rta antara warga binaan de $ngan pe$mbina atau pe$jabat 

Lapas, se$hingga me$re $ka dapat be$rkomunikasi de$ngan baik se$pe$rti halnya 

dalam se$buah ke$luarga.28 

d. Pe $mbimbingan 

Pe $mbinaan te$rhadap warga binaan pe $masyarakatan di Lapas 

dilaksanakan be$rlandaskan nilai-nilai Pancasila, yang me $liputi 

pe $nanaman se$mangat ke$ke $luargaan, pe$ningkatan ke$te $rampilan, se$rta 

pe $mbinaan dalam aspe$k ke $rohanian. 

e. Pe $nghormatan harkat dan martabat manusia 

Asas ini be $rtujuan untuk me$mastikan bahwa dalam prose$s 

pe $laksanaan pe$mbinaan, se$tiap warga binaan pe$masyarakatan te$tap 

dipe$rlakukan se$bagai individu yang me $miliki nilai ke$manusiaan se$rta 

layak untuk dihormati harkat dan martabatnya. Se $kalipun se$se $orang te$lah 

me$lakukan pe$langgaran hukum yang be $rat dan dijatuhi pidana, hal 

te$rse $but tidak me$nghilangkan statusnya se $bagai manusia yang te$tap 

me$miliki hak untuk dipe $rlakukan de$ngan hormat dan be$rmartabat. 

Me $ngabaikan asas ini dalam pe$laksanaan pe$mbinaan sama saja de$ngan 

me$lakukan pe$langgaran te$rhadap hak asasi manusia, yang se $harusnya 

dijunjung tinggi dalam siste $m pe $masyarakatan yang be$rke $adilan. 

 
28 Ibid., h.117. 
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f. Ke $hilangan ke$me$rde $kaan me$rupakan satu-satunya pe$nde $ritaan 

Warga binaan pe$masyarakatan harus me$njalani masa pidana di Lapas 

se $suai putusan hakim yang te $lah be$rke$kuatan hukum te$tap. Pe$ne $mpatan 

ini be$rtujuan untuk prose$s pe $mbinaan dan pe $ndidikan. Se$lama me$njalani 

pidana, hak-hak dasar me$re$ka se $bagai manusia te$tap dijamin, se$pe$rti 

layanan ke$se $hatan, makanan, pakaian, pe $latihan ke$te$rampilan, se$rta 

ke $giatan olahraga dan re $kre$asi. Pe$rlakuan te$rhadap me$re $ka harus se$suai 

hukum, tanpa pe$nyiksaan atau ke$ke$rasan, kare$na satu-satunya 

pe $nde$ritaan yang dibe$narkan hanyalah hilangnya ke$be $basan..29 

g. Te $rjaminnya hak untuk te$tap be$rhubungan de$ngan ke$luarga dan 

orangorang te$rte$ntu 

Untuk me$njaga ke$te$rhubungan sosial, warga binaan pe $masyarakatan 

harus te$tap dibe$ri ruang untuk me$njalin ke $de$katan de$ngan masyarakat 

dan tidak dipisahkan dari ke $hidupan sosialnya. Dalam konte $ks ini, anak 

pidana harus te$tap dapat be$rinte$raksi de $ngan masyarakat me$lalui 

be $rbagai ke$giatan se$pe $rti kunjungan dari ke $luarga atau te$man, hiburan 

yang dise$le$nggarakan ole$h masyarakat di dalam Lapas, se $rta me$lalui 

ke $se $mpatan khusus se$pe $rti cuti me $ngunjungi ke$luarga yang 

me$mungkinkan me$re $ka me$mpe$rtahankan ikatan e$mosional de$ngan 

lingkungan sosial. 

 
29 Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Medan: PT.Citra Aditya Bakti, 1997), h.69. 
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Pe $nde $katan ke$se $jahte$raan sosial dijadikan landasan filosofis dalam 

me$nangani pe$langgaran hukum yang dilakukan ole$h anak-anak. Hal ini 

didasari ole$h dua pe$rtimbangan utama:30  

1) Anak dinilai be$lum se$pe $nuhnya me$mahami ke$salahan yang 

dilakukannya, se$hingga layak me$ndapatkan pe$rlakuan khusus 

be $rupa pe$ngurangan hukuman se$rta pe$mbe $daan tanggung jawab 

hukum antara anak dan orang de$wasa.  

2) Anak-anak dianggap le$bih mudah dibimbing dan dibina 

dibandingkan orang de$wasa, kare$na ke $salahan yang me$re$ka 

pe $rbuat umumnya be$rsifat tidak dise$ngaja.  

Ole $h kare$na itu, prose$s pe $mbinaan te$rhadap anak se$baiknya tidak 

be $rfokus pada hukuman yang be$rsifat me$mbalas, me$lainkan 

me$nitikbe$ratkan pada pe$nde$katan yang be$rsifat re$habilitative$. 

Program pe$mbinaan yang dibe$rikan ke $pada warga binaan 

diklasifikasikan ke$ dalam dua bidang, yaitu: 

1) Pe $mbinaan Ke$pribadian yang me$liputi :  

a) Pe $mbinaan ke$sadaran be$ragama 

Upaya ini dipe$rlukan untuk me$mpe$rkuat ke $imanan, te$rutama 

de $ngan me$mbe$rikan pe$mahaman agar warga binaan 

pe $masyarakatan dapat me$nyadari dampak dari tindakan yang be$nar 

maupun yang salah. 

 
30 Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, Analisa Situasi Sistem 

Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System), (Jakarta: Unicef, 2004), h.72. 



19 

 

 

 

 

b) Pe $mbinaan ke$sadaran be$rbangsa dan be$rne $gara 

Pe $nde $katan ini dilakukan me $lalui pe$mbe$lajaran nilai-nilai 

Pancasila guna me$numbuhkan ke$sadaran warga binaan agar 

mampu me$njadi warga ne$gara yang be$rtanggung jawab se$rta 

be $rpe$ran aktif dalam pe$mbangunan bangsa dan ne $gara. Me $re$ka 

juga pe$rlu me$mahami bahwa pe$ngabdian te$rhadap tanah air 

me$rupakan bagian dari wujud ke$imanan. 

c) Pe $mbinaan ke$mampuan inte$le$krtual (ke$ce$rdasan) 

Upaya ini dipe$rlukan untuk me$ningkatkan pe$nge $tahuan dan 

ke $mampuan be$rpikir warga binaan pe$masyarakatan, se$hingga 

me$re $ka dapat me$ndukung ke $giatan-ke $giatan positif yang 

dibutuhkan se$lama masa pe$mbinaan. 

d) Pe $mbinaan Ke$sadaran Hukum 

Pe $ningkatan ke$sadaran hukum bagi warga binaan 

pe $masyarakatan dilakukan me$lalui ke$giatan pe$nyuluhan hukum 

yang be$rtujuan untuk me$numbuhkan pe$mahaman hukum. Me $lalui 

prose $s ini, me$re$ka diharapkan mampu me$nge $nali hak dan 

ke $wajiban se$bagai bagian dari masyarakat, se $rta be$rkontribusi 

dalam me$wujudkan pe$ne $gakan hukum dan ke$adilan, me$njaga 

nilai-nilai ke$manusiaan, me$nciptakan lingkungan yang te $rtib dan 

aman, me$njamin ke$pastian hukum, se$rta me$mbe $ntuk sikap dan 

pe $rilaku warga ne$gara yang patuh te$rhadap aturan hukum. 
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e) Pe $mbinaan me$nginte$grasikan de$ngan masyarakat 

Pe $mbinaan dalam aspe$k ini dike$nal juga se $bagai pe$mbinaan 

sosial ke$masyarakatan, yang be$rtujuan agar mantan narapidana 

dapat ke$mbali dite$rima ole$h lingkungan masyarakat. Untuk 

me$ncapai tujuan te$rse $but, se $lama me$njalani masa pidana di 

Le$mbaga Pe$masyarakatan, me$re$ka dibina untuk aktif be $ribadah 

se $rta be$rpartisipasi dalam ke $giatan sosial be $rbasis gotong royong. 

Harapannya, ke$tika ke$mbali ke$ masyarakat, me$re $ka te$lah me$miliki 

karakte$r positif yang me$ndukung ke$te$rlibatan dalam pe$mbangunan 

lingkungan.31 

2) Pe $mbinaan Ke$mandirian yang me$liputi : 

a) Ke $te$rampilan untuk me$ndukung usaha-usaha mandiri 

Contohnya se $pe$rti ke $rajinan tangan, industri rumahan, 

pe $rbaikan me$sin, dan pe$ralatan e$le$ktronik, se $rta lain se$bagainya. 

b) Ke $te$rampilan untuk me$ndukung usaha-usaha industri ke$cil 

Contohnya adalah pe$ngolahan bahan me$ntah dari se$ktor 

pe $rtanian dan sumbe$r daya alam me$njadi bahan se $te$ngah jadi atau 

produk jadi. 

c) Ke $te$rampilan yang dike$mbangkan se$suai bakatnya masing-

masing 

 
31 Yuyun Nurulaen, Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi, (Bandung : Marja, 2012), 

h.98. 
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Untuk me$re$ka yang me$miliki bakat te $rte$ntu, diupayakan 

pe $nge$mbangan le$bih lanjut atas bakat te$rse $but. 

d) Ke $mampuan yang me$nunjang aktivitas di bidang industri maupun 

pe $rtanian de$ngan me$manfaatkan te$knologi, yang be$rhubungan 

de $ngan se$ktor-se $ktor industri.32 

3. Konsep Anak dalam Hukum Positif Indonesia 

 Anak adalah individu yang me$me $rlukan pe $rhatian, kasih sayang, 

dan lingkungan yang me$ndukung pe$rke $mbangan me$re $ka. Me$nurut Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 te$ntang Pe $rlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 

me$nde $finisikan anak se$bagai se$se $orang yang be$lum me$ncapai usia 18 tahun, 

te$rmasuk me$re $ka yang masih be$rada dalam kandungan.33 

Dalam pe$rspe $ktif hukum positif di Indone$sia, anak dipahami se $bagai 

individu yang be$lum me$masuki usia de$wasa (minde$rjarighe$id / pe$rson unde$r 

age$), atau se$se $orang yang masih te $rgolong be$lum cukup umur 

(minde$rjaringhe$id / infe$riority), yang juga ke$rap dise $but se$bagai anak yang 

be $rada di bawah pe$ngawasan wali (minde$rjarige$ unde$r vordij).34  

Pe $nge $rtian anak dalam se $jumlah pe$raturan pe$rundang-undangan di 

Indone$sia hingga kini be$lum me$nunjukkan ke$se $ragaman. Hal ini 

me$ngindikasikan adanya ke $tidaksamaan antara satu re $gulasi de$ngan 

re $gulasi lainnya. Hal ini me$nunjukkan bahwa pe$ne $tapan batas usia anak 

 
32 Ibid., h.98. 
33 Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 

297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1). 
34 Rizki Setyobowo Sangalang, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Hoaks Di 

Media Sosial Di Provinsi Kalimantan Tengah,” Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2020): 29–43, 

%0Aperan kepolisian, penanggulangan, hoaks, media sosial. 
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se $ring kali dipe$ngaruhi ole$h ke $pe$ntingan yang ada pada saat hukum te$rse$but 

dirancang.  

 Me $nurut pe$rundang-undangan yang be$rlaku di Indone$sia, de$finisi 

anak dite$ntukan be$rdasarkan batas usia ke $de$wasaan. Be$be $rapa ke$te $ntuan 

yang digunakan untuk me$ne$tapkan pe$nge$rtian anak adalah se$bagai be$rikut: 

a. Me $nurut ke$te $ntuan umum Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 1979 te $ntang Ke$se $jahte$raan Anak, se $orang anak adalah 

individu yang be$lum me$ncapai usia 21 tahun atau be$lum me$nikah.35 

b. Me $nurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 te $ntang Pe$rlindungan 

Anak, anak adalah individu yang be$lum me$ncapai usia 18 tahun, 

te$rmasuk yang masih be$rada dalam kandungan.36 

 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 te $ntang Siste$m Pe $radilan 

Pidana Anak me$nge $lompokkan Anak yang Be $rhadapan de$ngan Hukum 

me$njadi tiga kate$gori, yaitu anak yang be$rkonflik de$ngan hukum, anak yang 

me$njadi pe$laku tindak pidana, dan anak yang me$njadi saksi tindak pidana. 

a. Anak yang Be$rkonflik de$ngan Hukum yang se $lanjutnya dise$but Anak 

adalah anak yang te$lah be$rumur 12 (dua be$las) tahun, te$tapi be$lum 

be $rumur 18 (de $lapan be$las) tahun yang diduga me$lakukan tindak 

pidana. 

b. Anak yang Me $njadi Korban Tindak Pidana yang se $lanjutnya dise$but 

Anak Korban adalah anak yang be$lum be$rumur 18 (de $lapan be$las) tahun 

 
35 Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Lembaran Negara Tahun 1979 ; Tentang 

Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2. 
36 Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 

297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak. 



23 

 

 

 

yang me$ngalami pe$nde $ritaan fisik, me$ntal, dan/atau ke$rugian e $konomi 

yang dise$babkan ole$h tindak pidana. 

c. Anak yang Me $njadi Saksi Tindak Pidana yang se $lanjutnya dise$but Anak 

Saksi adalah anak yang be $lum be$rumur 18 (de $lapan be$las) tahun yang 

dapat me$mbe$rikan ke$te $rangan guna ke $pe$ntingan pe$nyidikan, 

pe $nuntutan, dan pe$me$riksaan di sidang pe$ngadilan te$ntang suatu pe$rkara 

pidana yang dide$ngar, dilihat, dan/atau dialaminya se $ndiri.37 

Me $nurut Mahkamah Konstitusi, pe $ne $tapan batas usia anak dalam 

pe $raturan pe$rundang-undangan te$lah me$munculkan be$rbagai inte$rpre $tasi 

se $rta pandangan yang saling be $rtolak be$lakang. Undang-Undang Siste$m 

Pe $radilan Pidana Anak hadir de $ngan me $ne$tapkan usia tanggung jawab 

hukum anak se$cara le$bih harmonis, konsiste $n, dan se$laras de$ngan 

pe $rlindungan hak-hak konstitusional anak. Mahkamah juga me $ne $gaskan 

pe $ntingnya pe$ne $tapan usia minimum yang be $rbe$da se $bagai syarat bagi 

se $orang anak untuk dapat dipe $riksa, diadili, dan dimintai 

pe $rtanggungjawaban hukum. Pe$nge $rtian anak dalam Undang-Undang 

te$rse $but me$nce $rminkan adanya pe$rubahan cara pandang dan pe $nde $katan 

te$rhadap pe$rlindungan anak, di mana karakte $ristik dalam de$finisi te$rse $but 

me$njadi acuan dalam me$ne $ntukan siapa yang te$rmasuk kate$gori anak. 

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 te$ntang 

Pe $rlindungan Anak, Pasal 2 ayat (3) me$nyatakan bahwa anak me$miliki hak 

 
37 Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 

153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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atas pe$me$liharaan dan pe$rlindungan baik se $be $lum maupun se$te$lah lahir. 

Anak be$rhak untuk hidup, tumbuh, dan be$rke $mbang se$rta me$mpe$role$h 

pe $rlindungan dari ke$ke $rasan dan diskriminasi se$suai de$ngan amanat 

Undang-Undang 1945. Pasal 9 ayat (1) me$nye $butkan bahwa se$tiap anak 

be $rhak me$ne$rima pe$ndidikan dan pe $ngajaran yang me$ndukung 

pe $rtumbuhan inte$le$ktual se $rta pe$rke$mbangan individu se$suai de $ngan 

ke $mampuan dan minatnya. 

 Bagian 4 Pasal 56 me$nyatakan bahwa se $tiap anak be$rhak 

me$ndapatkan waktu istirahat untuk pe$nge $mbangan diri, be$rinte$raksi de $ngan 

te$man se $baya, be$rmain, be$rse $nang-se $nang, dan me$nge $kspre $sikan kre$ativitas 

me$re $ka. Hak ini harus dise $suaikan de$ngan minat, ke$mampuan, dan tingkat 

inte$le$ktualitas anak. 

Pasal 14 me $ngatur bahwa se$tiap anak be$rhak diasuh ole$h orang tua 

kandungnya, ke$cuali dalam situasi darurat atau ke$wajiban hukum yang 

me$maksa anak untuk dipisahkan dari pe$ngasuhnya, dan ke$putusan te$rse $but 

harus dipe $rtimbangkan se$cara me$ndalam. Se $lain itu, se$tiap anak be$rhak 

dilindungi dari e$ksploitasi politik, partisipasi dalam konflik be$rse $njata, 

ke $rusuhan sosial, dan ke$te $rlibatan dalam ke$ke $rasan, se$pe$rti yang diatur 

dalam Pasal 15 ayat (1). Hak pe$rlindungan dari diskriminasi, pe$nyiksaan, 

dan pe$rlakuan kasar lainnya be$rlaku untuk se $mua anak.38 

 
38 Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 

297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak. 
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Se $tiap anak yang me$ngalami pe$mbatasan ke $be$basan me$miliki hak 

untuk dipe$rlakukan se$cara manusiawi dan harus dite $mpatkan te$rpisah dari 

orang de$wasa. Se $lain itu, anak juga be $rhak me$mpe$role $h pe $ndampingan 

hukum atau be$ntuk bantuan lain yang e $fe$ktif pada se$tiap tahap prose$s 

pe $radilan. Me $re$ka juga be$rhak me $ndapatkan akse $s te $rhadap pe$radilan yang 

adil dan tidak me$mihak me$lalui pe$ngadilan anak. Baik se $bagai pe$laku, 

korban, maupun pihak yang te $rlibat dalam pe$rkara hukum, anak te$tap 

me$miliki hak atas pe$rlindungan privasi.39 

Apabila se$orang anak te$rlibat dalam tindak pidana, baik se$bagai 

pe $laku maupun se$bagai korban, ia te$tap be $rhak me$mpe$role$h pe $rlindungan 

dan bantuan dari siste$m hukum. Hal ini me $nunjukkan bahwa anak me$miliki 

hak-hak hukum yang be$rlandaskan pada prinsip ke $pe$ntingan te$rbaik bagi 

anak. Prinsip te$rse $but me$ngamanatkan bahwa se $tiap ke$bijakan atau 

ke $putusan yang me$nyangkut anak, baik ole$h ne $gara, masyarakat, le$mbaga 

le$gislatif, maupun institusi hukum, harus me $ngutamakan ke$pe $ntingan 

te$rbaik anak tanpa adanya pe$rlakuan diskriminatif. Dalam hal ini, ne$gara, 

pe $me$rintah, ke$luarga, masyarakat, dan orang tua be$rke$wajiban me$njamin 

se $rta me$ndukung pe$me$nuhan hak anak atas ke$langsungan hidup, tumbuh 

ke $mbang, dan ke$se $jahte$raan, se $bagai bagian dari hak asasi manusia yang 

paling me$ndasar.40 

 
39 Wadong, Maulana Hasan, Pelanggaran Hak dan Perlindungan Social Bagi Anak Rawan, 

(Semarang: Airlangga University Pers,2003), h. 22. 
40Saadatul Maghfira, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia Saadatul 

Maghfira,” Jurnal Ilmiah Syari’ah 15, no. 2 (2016): 213–21. 
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Pe $rlindungan hukum te$rhadap anak, khususnya dalam pe $rkara 

tindak pidana, diatur dalam be $rbagai ke$te$ntuan pe$rundang-undangan, salah 

satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 te $ntang Siste$m 

Pe $radilan Pidana Anak. Se $lain itu, pe$rlindungan te$rse $but juga me$ncakup 

pe $nye$le $saian pe$rkara di luar jalur pe $ngadilan, se$pe $rti me$lalui me$kanisme$ 

dive$rsi yang wajib dite$rapkan pada se$tiap tahapan prose$s pe $radilan pidana 

anak.41 

4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 

 Pe $rke $mbangan le$mbaga pe$masyarakatan anak di Indone$sia be$rmula 

dari re$formasi siste$m pe$njara yang dilakukan ole$h pe$me $rintah kolonial 

Be $landa pada tahun 1921. Re$formasi ini me$nitikbe$ratkan pe$rhatian pada 

pe $rlakuan te$rhadap narapidana anak se $rta klasifikasi bagi narapidana 

de $wasa. Anak-anak yang be$rusia di bawah 16 tahun ke$mudian dite$mpatkan 

di fasilitas yang dise$but “rumah pe $ndidikan”. Se$bagai be$ntuk 

imple$me$ntasinya, bangunan pe$njara lama di Madiun diubah me $njadi 

“rumah pe$njara pe$rbaikan” yang khusus digunakan untuk me $nampung anak 

laki-laki te$rpidana di bawah usia 19 tahun. Pe $njara khusus ini me$njadi 

institusi pe$rtama di Indone$sia yang be$rfungsi se $bagai le$mbaga 

pe $masyarakatan anak. Se$lain itu, Hijmans me$nge $mukakan gagasan 

me$nge $nai pe$ne $mpatan anak di luar le$mbaga pe$masyarakatan de$ngan syarat 

 
41 Usi Susanti, “Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia,” JURNAL 

DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2022): 194–

208, https://doi.org/10.59259/jd.v2i2.38. 
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(probation) se$rta me$nggarisbawahi pe$ntingnya pe$nye $le$saian pe$rkara anak 

se $cara prioritas. 

Pada tahun 1925, dibangun fasilitas pe $masyarakatan khusus bagi 

anak-anak be$rusia di bawah 20 tahun di wilayah Tanah Tinggi, Tange $rang, 

se $rta pe$njara bagi narapidana de $ngan hukuman se$umur hidup di dae$rah 

Muntok dan Srage $n. Se $lanjutnya, pada tahun 1927, didirikan ke $mbali 

le$mbaga pe$masyarakatan anak di Pame $kasan dan Ambarawa.  

Klasifikasi narapidana anak, yang dike $nal se$bagai Warga Binaan 

Anak, didasarkan pada tingkat ke $matangan me$re $ka dalam 

me$mpe $rtanggungjawabkan pe$rbuatan yang dilakukan. Te $rdapat pe$rbe$daan 

yang je$las antara pe$laku tindak pidana anak dan pe $laku tindak pidana 

de $wasa.42 

Siste $m Pe$masyarakatan dilaksanakan be$rdasarkan asas:  

a. pe $ngayoman;  

b. nondiskriminasi;  

c. ke $manusiaan;  

d. gotong royong;  

e. ke $mandirian;  

f. proporsionalitas;  

g. ke $hilangan ke$me$rde $kaan se$bagai satu-satunya pe$nde $ritaan; dan 

h. profe $sionalitas.  

 
42 Erpis Candra et al., “Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012,” Jurnla HUkum 3, no. 2 (2020): 343–

62. 
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 Le$mbaga Pe$masyarakatan Anak adalah sarana pe$me$rintah untuk 

me$nangani anak-anak yang te$rlibat masalah hukum. Pe$ndapat KPAI 

me$ne $gaskan bahwa tidak se$mua anak se $harusnya dipe$njarakan. Hal ini 

dikare$nakan pe$njara de$wasa tidak me$mbe$rikan prose$s pe $mbe $lajaran me$ntal 

yang se $suai untuk anak-anak, me$lainkan hanya me$mbe$rikan pe$mbe$lajaran 

dari narapidana de$wasa. 

Hukum me$miliki pe$ran se$bagai sarana pe$rlindungan Artinya, hukum 

tidak se$mata-mata be$rfungsi untuk me$mbe$rikan hukuman atau pe$mbalasan, 

te$tapi juga harus me$ncakup upaya pe$mbinaan bagi individu yang me $lakukan 

pe $nyimpangan. De$ngan de$mikian, se$te$lah me$njalani prose$s pe $mbinaan di 

Le$mbaga Pe$masyarakatan, me$re$ka diharapkan mampu me $njadi pribadi 

yang le$bih baik dan dapat be$radaptasi ke$mbali de$ngan ke $hidupan di te$ngah 

masyarakat.43 

De $ngan de$mikian, dapat disimpulkan bahwa Le$mbaga 

Pe $masyarakatan Anak me $rupakan suatu institusi yang be $rfungsi untuk 

me$lakukan prose$s pe $mulihan te$rhadap anak narapidana. Pe$mulihan te$rse $but 

me$ncakup aspe$k me $ntal dan spiritual, pe $ningkatan re$lasi sosial de$ngan 

lingkungan masyarakat, pe$me$nuhan ke$butuhan psikologis, se$rta pe$mbinaan 

moral dan karakte$r anak. 

Le$mbaga pe$masyarakatan me$miliki pe$ran se $bagai sarana pe$mbinaan 

bagi narapidana se$rta anak didik pe$masyarakatan. Namun, me $rujuk pada 

 
43 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua, 

(Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h.97. 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 te$ntang Pe$rlindungan Anak, Lapas 

Anak le$bih difungsikan se$bagai te$mpat pe$ndidikan daripada se$bagai te$mpat 

untuk me$njalani hukuman. Prose $s pe $mbinaan te$rhadap warga binaan 

dilaksanakan me$lalui dua pe$nde $katan, yaitu intramural (dalam lingkungan 

le$mbaga pe$masyarakatan) dan e$kstramural (di luar lingkungan le $mbaga 

pe $masyarakatan). 

Pe $mbinaan e$kstramural, yang se$ring dise $but juga se $bagai asimilasi, 

me$rupakan suatu me$kanisme$ untuk me$nge $mbalikan warga binaan yang 

te$lah me$me$nuhi krite$ria te$rte$ntu ke$ dalam lingkungan masyarakat. Se $lain 

itu, be$ntuk pe$mbinaan ini juga me$liputi ke$giatan inte$grasi yang 

dilaksanakan ole$h Balai Pe$masyarakatan (Bapas). Inte$grasi te$rse $but 

me$ncakup prose$s pe $mbimbingan dan pe$ngawasan te$rhadap warga binaan 

agar me$re $ka dapat be$radaptasi dan me$njalani ke$hidupan ke $mbali di te$ngah 

masyarakat.44 

 Penelitian Terdahulu 

Studi te$rdahulu be$rpe $ran se $bagai re$fe$re $nsi pe $nting bagi pe$ne $liti dalam 

me$ne $lusuri pe$ne $litian-pe$ne$litian yang re$le $van dan se$jalan de$ngan topik yang 

akan dite$liti. Tujuan dari kajian ini adalah untuk me $ne$laah se $rta me$nilai 

pe $rbe$daan antara pe$ne $litian yang akan dilaksanakan de $ngan pe$ne $litian-

pe $ne$litian se$be$lumnya. 

 
44 Hizkia Brayen Lumowa, “Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” Lex Privatum 3, no. 1 (2017): 103–

11. 
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1. Adhi Gine $ung Pratidina, Ali Muhammad, Cahyoko E $di Tando, judul 

pe $ne$litian “E$fe$ktivitas Pe$ran Bimbingan Bapas Pada Klie$n Dalam 

Me $ngurangi Tindak Pidana Re$sidivis di Bapas Ke $las II Purwoke $rto” Jurnal, 

Polite$knik Ilmu Pe$masyarakatan, Tahun 2022. Je $nis pe$ne$litian ini adalah 

pe $ne$litian kualitatif, dan te$knik pe$ngumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara. 

Pe $ne $litian ini me$ngangkat masalah te$rkait tingginya tingkat re$sidivisme$ di 

kalangan mantan narapidana, yang dise $babkan ole$h be $rbagai faktor, 

te$rmasuk ke$sulitan me$ncari pe$ke $rjaan dan ke$gagalan re$inte$grasi sosial 

akibat labe$ling dari masyarakat. 

Dari pe$ne $litian te$rse$but dapat dike$tahui bahwa e$fe $ktivitas bimbingan di 

Balai Pe$masyarakatan Ke$las II Purwoke $rto dalam me$ngurangi tindak 

re $sidivis masih be$lum optimal. Me $skipun bimbingan yang dibe$rikan 

me$ncakup be$rbagai aspe$k se $pe $rti pe$mbinaan agama, ke$te$rampilan, dan 

ke $pribadian, masih te$rdapat be$rbagai ke$ndala yang me$nghambat prose$s 

bimbingan.  

Se $dangkan pe$ne $litian yang pe$nulis lakukan adalah me$nge $nai bagaimana 

pelaksanaan pe$mbinaan anak di Le$mbaga Pe $mbinaan Khusus Anak Ke $las 

II Pe $kanbaru dan apa faktor penghambat pelaksanaan pe$mbinaan anak di 

le$mbaga pe$mbinaan khusus anak ke$las II Pe $kanbaru. 

Pe $rsamaan de$ngan pe$ne $litian te$rdahulu yaitu me$mbahas pelaksanaan 

pe $mbinaan di le$mbaga.  
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Se $me$ntara itu le$tak pe $rbe$daannya adalah disini pe$nulis akan me$ne $liti di 

Le$mbaga Pe $mbinaan Khusus Anak (LPKA) Ke $las II Pe $kanbaru dan juga 

pe $nulis me$nggunakan be$be $rapa dasar hukum yaitu Undang-Undang No.4 

Tahun 1979 Te $ntang Ke$se $jahte$raan Anak, Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Te $ntang Siste$m Pe $radilan Pidana Anak, Undang – Undang No. 

35 Tahun 2014 te$ntang Pe$rlindungan Anak, Undang – Undang No. 22 Tahun 

2022 te$ntang Le$mbaga Pe$masyarakatan dan Pe$raturan Pe$me$rintah No. 31 

Tahun 1999 Te $ntang Pe$mbinaan dan Pe $mbimbingan Warga Binaan 

Pe $masyarakatan. Se$dangkan pe$ne$litian Adhi Gine $ung Pratidina, Ali 

Muhammad, Cahyoko E$di Tando me$ne $liti di Bapas Ke $las II Purwoke $rto 

dan masih me$nggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 

te$ntang Pe$masyarakatan dan Pe$raturan Me $nte$ri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia No. 3 Tahun 2019. 

2. Ridha Nur Arifa, judul pe$ne$litian “Pe$mbinaan Te$rhadap Narapidana 

Re$sidivis Tindak Pidana Pe$nyalahgunaan Narkotika (Suatu Pe $ne $litian di 

Rutan Ke$las IIB Tapak Tuan)” Jurnal, STIS Al-Hilal Sigli ,Tahun 2023. 

Je $nis pe $ne$litian ini adalah yuridis e$mpiris dan te $knik pe$ngumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara dan obse $rvasi. 

Pe $ne $litian ini me$ngangkat masalah pe$laksanaan pe$mbinaan narapidana 

re $sidivis tindak pidana pe$nyalahgunaan narkotika di Rutan Ke$las IIB 

Tapaktuan. 

Dari pe$ne$litian te$rse $but dapat dike$tahui bahwa pe$mbinaan narapidana 

re $sidivis di Rutan Ke$las IIB Tapaktuan be $lum e$fe$ktif, de$ngan banyak 
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narapidana yang me$ngulangi tindak pidana, Ke$te$rbatasan ke$te $rampilan 

pe $tugas, kurangnya fasilitas dan re$ndahnya motivasi narapidana 

me$nghambat pe$laksanaan program pe$mbinaan. 

Se $dangkan pe$ne $litian yang pe$nulis lakukan adalah me$nge $nai bagaimana 

pelaksanaan pe$mbinaan anak di Le$mbaga Pe $mbinaan Khusus Anak Ke $las 

II Pe $kanbaru dan apa faktor penghambat pelaksanaan pe$mbinaan anak di 

le$mbaga pe$mbinaan khusus anak ke$las II Pe $kanbaru. 

Pe $rsamaan de$ngan pe$ne $litian te$rdahulu yaitu me$mbahas pelaksanaan 

pe $mbinaan di le$mbaga.  

Se $me$ntara itu le$tak pe $rbe$daannya adalah disini pe$nulis akan me$ne $liti di 

Le$mbaga Pe $mbinaan Khusus Anak (LPKA) Ke $las II Pe $kanbaru, tidak hanya 

fokus pada pe $mbinaan te$rhadap narapidana re$sidivis tindak pidana 

pe $nyalahgunaan narkotika dan juga pe$nulis me$nggunakan be$be$rapa dasar 

hukum yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Te $ntang Ke$se $jahte$raan 

Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Te $ntang Siste$m Pe $radilan 

Pidana Anak, Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 te$ntang Pe$rlindungan 

Anak, Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 te$ntang Le$mbaga 

Pe $masyarakatan dan Pe$raturan Pe$me$rintah No. 31 Tahun 1999 Te $ntang 

Pe $mbinaan dan Pe $mbimbingan Warga Binaan Pe $masyarakatan. Se$dangkan 

pe $ne$litian Ridha Nur Arifa me$ne $liti di Rutan Ke $las IIB Tapaktuan dan 

me$nggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 te $ntang 

Narkotika. 
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3. Miranda Tiara Putri, judul pe$ne$litian “Pe$ran Le$mbaga Pe$mbinaan Khusus 

Te $rhadap Re$sidivis Anak di Bandar Lampung”, skripsi, Unive$rsitas 

Lampung, Tahun 2023. Je$nis pe$ne $litian ini me$nggunakan dua pe$nde$katan 

yaitu pe$nde $katan yuridis normatif dan pe$nde $katan yuridis e $mpiris. Te$knik 

pe $ngumpulan data yang digunakan adalah wawancara. 

Pe $ne $litian ini me$ngangkat masalah bagaimana LPKA me$laksanakan 

pe $mbinaan te$rhadap anak-anak yang me$rupakan re$sidivis, te$rmasuk dalam 

konte$ks pe $ran normatif, faktual, dan ide$al yang dijalankan ole$h le$mbaga 

te$rse $but se $suai de$ngan pe$raturan pe$rundang-undangan yang be$rlaku. 

Dari pe$ne $litian te$rse $but dapat dike$tahui bahwa be $rbagai faktor pe$nghambat, 

te$rmasuk kurangnya re$gulasi khusus, ke $kurangan sumbe$r daya manusia 

yang te$rlatih, stigma masyarakat, se $rta masalah motivasi dari anak didik itu 

se $ndiri. Ini me$nunjukkan pe$rlunya pe $nde$katan multidime$nsi untuk 

me$ngatasi isu-isu yang ada, baik dari sisi re$gulasi, pe$latihan, maupun 

ke $sadaran. 

Se $dangkan pe$ne $litian yang pe$nulis lakukan adalah me$nge $nai bagaimana 

pelaksanaan pe$mbinaan anak di Le$mbaga Pe $mbinaan Khusus Anak Ke $las 

II Pe $kanbaru dan apa faktor penghambat pelaksanaan pe$mbinaan anak di 

le$mbaga pe$mbinaan khusus anak ke$las II Pe $kanbaru. 

Pe $rsamaan de$ngan pe$ne $litian te$rdahulu yaitu me$mbahas pelaksanaan 

pe $mbinaan di le$mbaga dan faktor penghambat pelaksanaan pe$mbinaan anak 

di le$mbaga pe$mbinaan khusus anak ke$las II Pe $kanbaru. 
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Se $me$ntara itu le$tak pe $rbe$daannya adalah disini pe $nulis akan me$ne $liti di 

Le$mbaga Pe $mbinaan Khusus Anak (LPKA) Ke $las II Pe $kanbaru, tidak hanya 

fokus pada pe $mbinaan te$rhadap narapidana re$sidivis dan juga pe$nulis 

me$nggunakan be$be$rapa dasar hukum yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 

1979 Te $ntang Ke $se $jahte$raan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Te $ntang Siste$m Pe $radilan Pidana Anak, Undang – Undang No. 35 Tahun 

2014 te$ntang Pe $rlindungan Anak, Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 

te$ntang Le$mbaga Pe$masyarakatan dan Pe $raturan Pe$me$rintah No. 31 Tahun 

1999 Te $ntang Pe$mbinaan dan Pe $mbimbingan Warga Binaan 

Pe $masyarakatan. Se$dangkan pe$ne$litian Miranda Tiara Putri me $ne$liti di 

Le$mbaga Pe$mbinaan Khusus Anak Ke $las II Bandar Lampung, 

me$nggunakan dasar hukum Ke $putusan Me $nte$ri Ke $hakiman RI Nomor: 

M.02-PK.04.10 Tahun 1990 dan masih me $nggunakan dasar hukum Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 te$ntang Pe $masyarakatan . 

4. Syafira Salsabillah Inas Maisun, judul pe $ne$litian “E$fe$ktivitas Pe$mbinaan 

Anak Didik Pe $masyarakatan (ANDIKPAS) di Le $mbaga Pe$mbinaan Khusus 

Anak Jakarta” Jurnal, Polite$knik Ilmu Pe$masyarakatan, Tahun 2020. Je$nis 

pe $ne$litian ini me$nggunakan de$skriptif kualitatif. Te$knik pe $ngumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara dan obse $rvasi. 

Pe $ne $litian ini me$ngangkat masalah bagaimana prose$s pe $mbinaan dijalankan 

dan faktor-faktor yang me$mpe$ngaruhi e$fe$ktivitas pe$mbinaan se$rta adanya 

anak didik yang ke$mbali me$lakukan tindak pidana re$sidivis.  
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Pe $rsamaan de$ngan pe$ne $litian te$rdahulu yaitu me$mbahas pelaksanaan 

pe $mbinaan di le$mbaga dan apa faktor penghambat pelaksanaan pe$mbinaan 

anak. 

Dari pe$ne $litian te$rse $but dapat dike$tahui bahwa pe$mbinaan yang dilakukan 

di LPKA Jakarta me$nunjukkan hasil yang baik, namun masih be$lum 

se $pe $nuhnya e$fe$ktif. Be$be $rapa anak didik masih me$ngulangi tindak pidana 

(re $sidivis), yang me$nunjukkan bahwa pe $mbinaan harus ditingkatkan. 

Se $dangkan pe$ne $litian yang pe$nulis lakukan adalah me$nge $nai bagaimana 

pelaksanaan pe$mbinaan anak di Le$mbaga Pe $mbinaan Khusus Anak Ke $las 

II Pe $kanbaru dan apa faktor penghambat pelaksanaan pe$mbinaan anak di 

le$mbaga pe$mbinaan khusus anak ke$las II Pe $kanbaru. 

Se $me$ntara itu le$tak pe $rbe$daannya adalah disini pe $nulis akan me$ne $liti di 

Le$mbaga Pe $mbinaan Khusus Anak (LPKA) Ke $las II Pe $kanbaru dan juga 

pe $nulis me$nggunakan be$be $rapa dasar hukum yaitu Undang-Undang No.4 

Tahun 1979 Te $ntang Ke$se $jahte$raan Anak, Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Te $ntang Siste$m Pe $radilan Pidana Anak, Undang – Undang No. 

35 Tahun 2014 te$ntang Pe$rlindungan Anak, Undang – Undang No. 22 Tahun 

2022 te$ntang Le$mbaga Pe$masyarakatan dan Pe$raturan Pe$me$rintah No. 31 

Tahun 1999 Te $ntang Pe$mbinaan dan Pe $mbimbingan Warga Binaan 

Pe $masyarakatan. Se$dangkan pe$ne$litian Syafira Salsabillah Inas Maisun 

me$ne $liti di Le$mbaga Pe$mbinaan Khusus Anak Ke $las II Jakarta dan masih 

me$nggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 te $ntang 

Pe $masyarakatan. 
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5. Ge $de $ Adi Artha, Osgar S Matompo, Maisa, judul pe$ne $litian “E$fe $ktivitas 

Pe $mbinaan Te$rhadap Re$sidivis Anak Tindak Pidana Pe$ncurian di Le$mbaga 

Pe $mbinaan Khusus Anak Ke$las II Palu”, Jurnal, Unive$rsitas 

Muhammadiyah Palu, 2022. Je$nis pe $ne$litian ini me $nggunakan pe$ne$litian 

e $mpiris. Te$knik pe$ngumpulan data yang digunakan adalah obse$rvasi, 

wawancara, dan studi dokume$n. 

Pe $ne $litian ini me$ngangkat masalah pe$laksanaan pe$mbinaan te$rhadap anak 

re $sidivis tindak pidana pe$ncurian di Le$mbaga Pe$mbinaan Khusus Anak 

Ke $las II Palu. Masalah te$rse $but me $liputi e$fe $ktivitas pe $mbinaan yang 

dite$rapkan, ke$ndala-ke$ndala yang dihadapi dalam prose$s pe $mbinaan, se$rta 

tingginya kasus re$sidivis di kalangan anak-anak, yang me$nunjukkan bahwa 

pe $mbinaan yang ada be$lum be$rjalan de$ngan e$fe $ktif. 

Pe $rsamaan de$ngan pe$ne $litian te$rdahulu yaitu me$mbahas pelaksanaan 

pe $mbinaan di le$mbaga dan apa faktor penghambat pelaksanaan pe$mbinaan 

anak. 

Dari pe $ne$litian te$rse $but dapat dike$tahui bahwa pe $laksanaan pe$mbinaan 

te$rhadap anak re$sidivis tindak pidana pe$ncurian di Le$mbaga Pe$mbinaan 

Khusus Anak Ke $las II Palu dilakukan se $suai de $ngan standar ope$rasional 

prose $dur (SOP) yang dite $tapkan. Namun, pe $mbinaan yang dilakukan be$lum 

e $fe$ktif, te$rbukti dari masih tingginya angka re$sidivis. Se$lain itu, be$rbagai 

ke $ndala se$pe $rti re$ndahnya tingkat pe$ndidikan anak dan kurangnya 

ke $te$rampilan se$rta kualitas pe$tugas juga me$njadi faktor pe$nghambat dalam 

prose $s pe $mbinaan. 
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Se $me$ntara itu le$tak pe $rbe$daannya adalah disini pe $nulis akan me$ne $liti di 

Le$mbaga Pe $mbinaan Khusus Anak (LPKA) Ke $las II Pe $kanbaru dan juga 

pe $nulis me$nggunakan be$be $rapa dasar hukum yaitu Undang-Undang No.4 

Tahun 1979 Te $ntang Ke$se $jahte$raan Anak, Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Te $ntang Siste$m Pe $radilan Pidana Anak, Undang – Undang No. 

35 Tahun 2014 te$ntang Pe$rlindungan Anak, Undang – Undang No. 22 Tahun 

2022 te$ntang Le$mbaga Pe$masyarakatan dan Pe$raturan Pe$me$rintah No. 31 

Tahun 1999 Te $ntang Pe$mbinaan dan Pe $mbimbingan Warga Binaan 

Pe $masyarakatan. Se$dangkan pe$ne$litian Ge$de $ Adi Artha, Osgar S Matompo 

dan Maisa me$ne $liti di Le$mbaga Pe$mbinaan Khusus Anak Ke $las II Palu dan 

masih me$nggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

te$ntang Pe $masyarakatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Jenis dan Sifat Penelitia 

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah 

masalah adapun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.  

1. Jenis Pe$ne $litian  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris 

yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku 

hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan 

sumber data yang digunakan berasal dari data primer. 45 Dengan maksud 

untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data mengenai 

pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 

II Pekanbaru serta faktor penghambat pelaksanaan pembinaan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.  

2. Sifat Penelitian  

 Sifat penelitian ini adalah Analisis Deskriptif yaang bertujuan untuk 

menggambarkan secara nyata mengenai individu, kondisi, dan gejala suatu 

kelompok serta peneliti memberikan gambaran atau 

pemaparan atas subyek dan obyek penelitian.46 Sebagaimana hasil peneliti

an mengenai pelaksanaan pembinaan anak di lembaga pembinaan khusus 

 
45 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2016), h. 31 
46 Joenedi effendi, Dkk, metodologi penelitian sosiologis, (Jakarta Prenada : Media Grup 

2019),h.7 
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anak kelas II Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 

Tentang Pemasyarakatan. 

 Pendekatan Penelitian 

Pe $nde $katan yang dite$rapkan dalam pe $ne $litian ini ialah pe$nde $katan 

e $fe$ktivitas hukum, yang be$rfokus pada se $jauh mana norma-norma hukum 

dijalankan dan dipatuhi ole $h masyarakat. Pe $nde$katan ini juga me$nilai 

bagaimana norma te$rse $but dite$rapkan dalam praktik. Pe$ne $litian ini be$rtujuan 

untuk me$nggali dan me$mahami se$cara le $bih me$ndalam pe$rmasalahan yang 

komple$ks bagaimana pelaksanaan pe$mbinaan anak di Le$mbaga Pe$mbinaan 

Khusus Anak Ke $las II Pe $kanbaru dan apa faktor penghambat pelaksanaan 

pe $mbinaan anak di Le$mbaga Pe$mbinaan Khusus Anak Ke $las II Pe$kanbaru. 

Me $tode$ yang digunakan adalah obse$rvasional, di mana pe$ne $liti langsung 

me$mantau lapangan. 

 Lokasi Penelitian 

 Lokasi pe$ne $litian adalah te$mpat di mana prose$s studi untuk 

me$ngide $ntifikasi masalah pe$ne$litian dilaksanakan. Me$milih lokasi yang te$pat 

sangat pe$nting untuk me $ndapatkan informasi yang dipe$rlukan. Dalam hal ini, 

pe $ne$litian dilakukan di Le$mbaga Pe$mbinaan Khusus Anak (LPKA) Ke $las II 

Pe $kanbaru, se$suai de $ngan masalah yang dite$liti. 

Pe $nulis me$milih untuk me$lakukan pe$ne $litian di Le$mbaga Pe$mbinaan 

Khusus Anak (LPKA) Ke $las II Pe$kanbaru kare$na adanya masalah te$rkait 

pelaksanaan pe$mbinaan anak di Le$mbaga Pe $mbinaan Khusus Anak Ke $las II 
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Pe $kanbaru ditinjau be$rdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 te$ntang 

Pe $masyarakatan. 

 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah ke$se $luruhan obje$k yang me$miliki karakte$ristik se$rupa. 

Se $me$ntara itu, sampe$l me$rupakan bagian dari populasi yang dianggap dapat 

me$wakili ke$se $luruhan obje$k pe$ne $litian, se$hingga me$mudahkan pe$ne $liti dalam 

me$laksanakan pe$ne$litian.47 Dalam pe$ne $litian ini, populasi te $rdiri dari 105 orang 

Anak Binaan Pe$masyarakatan se$rta 50 pe $gawai dari Le$mbaga Pe$mbinaan 

Khusus Anak Ke $las II Pe $kanbaru. 

2. Sampel 

 Sampe$l me $rupakan se$bagian dari jumlah dan karakte $ristik yang dimiliki 

ole$h populasi. Jika ukuran populasi te $rlalu be$sar dan pe $ne $liti tidak dapat 

me$njangkau se$luruh e $le$me $n populasi, misalnya kare $na ke $te$rbatasan dana, 

te$naga, atau waktu, maka pe$ngambilan sampe$l me$njadi solusi. Informasi yang 

dipe$role $h dari sampe$l te$rse $but nantinya akan digunakan untuk me $narik 

ke $simpulan yang be$rlaku bagi se$luruh populasi.48 Ole $h kare $na itu, sampe$l yang 

dipilih harus be$nar-be$nar re$pre$se $ntatif atau mampu me $wakili populasi se$cara 

ke $se $luruhan. 

 

 

 
47Bambang Sunggono,Metodologi penelitian hukum,(Jakarta: PT Raja Grapindo 

Persada,2007), h.118. 
48 Gonsuelo G Sevilla, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: UI Press, 1993), h.31. 



41 

 

 

 

Tabel III.1 

Populasi dan Sampel 

No.    Responden Populasi Sampel Presentase 

1. Anak Binaan 105 orang 21 orang 20% 

2. Pe $gawai Le$mbaga 

Pe $mbinaan Khusus Anak 

Ke $las II Pe $kanbaru 

50 orang 17 orang 20% 

 Jumlah 155 orang 38 orang  

Sumbe $r data : Data olahan se $ndiri 2025 

 Sumber Data 

1. Data Primer 

Data hukum prime$r me $rupakan informasi hukum yang dipe $role $h 

se $cara langsung dari sumbe$r aslinya, baik me$lalui wawancara, pe$ngamatan 

langsung, maupun dokume$n informal yang ke $mudian dianalisis ole$h 

pe $ne$liti. Dalam pe$ne$litian ini, data prime$r dipe$role$h langsung dari 

re $sponde $n me$lalui wawancara dan hasil angke$t me$nge $nai pelaksanaan 

pe $mbinaan anak di Le$mbaga Pe$mbinaan Khusus Anak Ke $las II Pe$kanbaru 

ditinjau be$rdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Te$ntang 

Pe $rmasyarakatan. 

2. Data Sekunder 

Data hukum se$kunde$r me$rupakan informasi yang be $rsumbe $r dari 

dokume$n re $smi, lite$ratur yang re$le $van de$ngan obje$k pe$ne $litian, hasil kajian 

dalam be$ntuk laporan, se$rta ke$te $ntuan pe $raturan pe$rundang-undangan.49 

 
49 Rony Hanitiji Soemitro, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h.24. 
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Dalam studi ini, data se $kunde$r dikumpulkan se $cara tidak langsung se $bagai 

pe $le$ngkap data prime$r, yang me$ncakup lite$ratur hukum, Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2022 te$ntang Pe$masyarakatan, jurnal-jurnal hukum, se$rta 

pe $raturan yang be$rkaitan de$ngan le$mbaga pe $masyarakatan.. 

3. Data Tersier 

 Data hukum te$rsie$r me $rupakan sumbe$r informasi yang be$rfungsi 

se $bagai pe$le$ngkap de$ngan me$mbe$rikan arahan atau pe$nje$lasan tambahan 

te$rhadap data prime$r dan se $kunde $r.  

Contoh data hukum te$rsie$r me $liputi kamus bahasa Indone $sia, kamus 

hukum, kamus bahasa Inggris, e$nsiklope$dia, dan se$bagainya.50 

 Teknik Pengumpulan Data 

Te $knik pe$ngumpulan data dalam pe$ne$litian ini me$liputi: 

1. Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuan hanya 

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta yang mengenai dunia kenyataan 

yang di peroleh observasi. 

2. Wawancara 

Wawancara me$rupakan me$tode$ pe $ngumpulan data yang dilakukan 

de $ngan me$ngajukan pe$rtanyaan langsung ke $pada informan yang be$rkaitan 

de $ngan pe$rmasalahan pe$ne $litian, di mana hasilnya digunakan se $bagai data 

se $kunde $r. 

 

 
50 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 13. 
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3. Angke $t 

Angke $t adalah daftar pe$rtanyaan te$rtulis yang be $rkaitan de$ngan suatu 

pe $rmasalahan te$rte$ntu, dise $rtai ruang untuk me $njawab se $tiap pe $rtanyaan. 

Dalam pe$ne$litian ini, pe$nulis me$nggunakan je$nis angke $t te$rbuka.51 

4. Pe $ne $litian Ke$pustakaan 

Studi ke$pustakaan dilakukan de$ngan me$manfaatkan be$rbagai sumbe$r 

lite$ratur, se$pe $rti buku, pe$raturan pe$rundang-undangan, jurnal ilmiah, se$rta 

pandangan dari para ahli hukum dan akade $misi guna me$mpe $rdalam 

pe $mahaman te$rhadap topik yang dikaji. 

5. Pe $ne $litian Lapangan 

 Pe $ne $litian lapangan me$libatkan pe$ngumpulan data se$cara langsung 

dari obje$k pe $ne$litian, te$rmasuk me$ndapatkan informasi dan ke$te $rangan dari 

instansi te$rkait me$lalui wawancara, angke$t, dan me$tode$ lainnya. 

 Analisis Data 

Dalam pe$laksanaan pe$ne$litian ini, pe$nulis me$nggunakan me$tode$ analisis 

data kualitatif, di mana data yang dipe $role$h te$rle$bih dahulu dipilih dan disusun 

se $cara te$rstruktur, ke$mudian dianalisis se $cara me$ndalam untuk me$mpe$role$h 

pe $mahaman atas pe$rmasalahan yang dirumuskan. Se $lanjutnya, pe$nulis 

me$nge $valuasi pelaksanaan program pe$mbinaan anak di Le$mbaga Pe$mbinaan 

Khusus Anak Ke $las II Pe $kanbaru de$ngan me$ngacu pada ke$te $ntuan dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 te$ntang Pe$masyarakatan.

 
51 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: ALFABETA, 2019), h.131. 
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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

 Be $rdasarkan hasil pe$ne $litian dan pe$mbahasan di atas, dapat disimpulkan 

hal-hal be$rikut: 

1. Pelaksanaan pe$mbinaan anak di Le$mbaga Pe $mbinaan Khusus Anak  Ke$las 

II Pe $kanbaru be$lum be$rjalan se$cara e$fe $ktif, be$rdasarkan hasil pe$ne $litian 

pe $nulis me$nyimpulkan bahwa pelaksanaan pe$mbinaan te$rhadap anak di 

LPKA Ke $las II Pe $kanbaru masih be$lum e$fe $ktif, yaitu program pe$mbinaan 

ke $pribadian maupun ke$mandirian be$lum be$rjalan de$ngan rutin dan 

te$rstruktur dan waktu pe$laksanaan program pe$mbinaan me$miliki waktu 

yang te$rlalu singkat atau tidak cukup. Ole$h se $bab itu be$rdasarkan be$rbagai 

pe $rmasalahan yang te$lah diuraikan akibatnya anak binaan be$lum me$miliki 

be $kal yang cukup untuk me$nghadapi tantangan ke$hidupan di luar le$mbaga, 

se $hingga be$rpote$nsi ke $mbali te$rje$rumus me$lakukan tindak pidana ke$mbali 

atau re$sidivis. 

2. Faktor yang menghambat pelaksanaan pe $mbinaan anak di le$mbaga 

pe $mbinaan khusus anak ke$las II Pe$kanbaru, yaitu : 

a. Anak binaan yang kurangnya ke$sadaran diri dan kurangnya ke$se $riusan 

dalam me$ngikuti pe$mbinaan, te$rutama dalam hal be$lajar, be$ke $rja, dan 

disiplin. 

b. Sarana dan prasarana yang be $lum me$madai untuk be$rjalannya program 

pe $mbinaan de$ngan te$ratur dan baik. 
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c. Pe $raturan yang be$lum me$mbe$ri pe $ne $gasan me $nge$nai pe $mbinaan anak 

re $sidivis. 

d. Lingkungan yang sangat me$me $ngaruhi anak binaan yang sudah ke $luar 

atau be$bas dari Le$mbaga Pe$mbinaan Khusus Anak Ke $las II Pe$kanbaru 

yaitu ke$mbali ke$ lingkungan asal dia se$be $lum me$njadi anak binaan 

se $pe $rti lingkungan pe$rte $manannya yang juga me$lakukan tindak pidana. 

e. Dana me$rupakan salah satu faktor pe $nghambat dalam pe$laksanaan 

pe $mbinaan di LPKA. Ke$te $rbatasan anggaran be$rdampak pada kurang 

optimalnya fasilitas, program, dan sumbe $r daya pe$ndukung, se$hingga 

prose $s pe $mbinaan be$lum dapat be$rjalan se$cara maksimal. 

 Saran 

 Be $rdasarkan hasil pe$ne$litian dan pe$mbahasan yang te$lah dipe$role$h, untuk 

me$mastikan pelaksanaan pe$mbinaan anak di Le$mbaga Pe $mbinaan Khusus Anak 

Ke $las II Pe $kanbaru be $rjalan de$ngan optimal se$suai de $ngan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2022 te$ntang Pe$masyarakatan, pe$nulis me$mbe$rikan be$be $rapa 

saran se $bagai be$rikut: 

1. Le$mbaga Pe$mbinaan Khusus Anak Ke $las II Pe$kanbaru se$baiknya 

me$mbe $nahi yang me$njadi faktor – faktor pe $nghambat dalam me$wujudkan 

e $fe$ktivitas pe$mbinaan anak, agar pe$laksanaan program program pe$mbinaan 

untuk anak binaan dapat te$rwujud dan be $rjalan de$ngan baik dan e$fe $ktif 

nantinya. 

2. Pe $mbinaan anak tidak te$rbatas hanya di dalam LPKA, me $lainkan juga pe$rlu 

me$libatkan pe$ran ke $luarga dan masyarakat se $kitar. Ole$h kare$na itu, program 
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pe $mbinaan yang me$libatkan ke$luarga dan masyarakat dalam me$ndukung 

prose $s re$habilitasi se$rta re$inte$grasi sosial sangat dipe$rlukan untuk me$nce$gah 

anak ke$mbali te$rje$rumus ke $ dalam dunia kriminal. 
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